
Perpustakaan Universitas Indonesia >> UI - Tesis (Membership)
 
Kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah pasca
tragedi 11 September 2001 dan dampaknya terhadap prospek
demokratisasi: Studi kasus Arab Saudi
Abdurofiq, Atep
Deskripsi Dokumen: http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=93490&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Timur Tengah merupakan salah satu kawasan yang menjadi perhatian utama politik luar negeri Amerika.

Sejauh ini, Amerika memandang Arab Saudi sebagai salah satu sekutu strategisnya di Timur Tengah.

Amerika telah menjalin kerjasama cukup lama dengan Arab Saudi, negara penghasil serta pemilik cadangan

minyak terbesar di dunia. Sehingga keberadaannya ini menempati posisi sentral dalam kebijakan luar negeri

Amerika di Timur Tengah.

Hubungan kedua negara ini merupakan hubungan ketergantungan. Amerika sangat membutuhkan pasokan

minyak Saudi untuk pertumbuhan industrinya, sedang pada sisi lain Arab Saudi sangat tergantung pada

keterlibatan Amerika dalam bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan. Sebelumnya meskipun Arab Saudi

negara monarki, Amerika tidak mempersoalkan sistem politik Arab Saudi yang tidak mempraktikkan nilai-

nilai demokrasi. Bagi Amerika selain menjaga hubungan dengan keluarga kerajaan yang telah dibangun

sejak tahun 1930-an, alasan minyak karena kapasitas produksi harian Arab Saudi mampu menggoyang atau

mengamankan pasar minyak global juga karena pertaruhan politiknya terlalu besar jika rezirn Saudi runtuh.

Bila hal ini terjadi maka pengganti alternatif di luar keluarga Al-Saud adalah para penantang hegemoni

Amerika, terutama Al Qaeda. Disini, nampak bahwa kepentingan Amerika mempertahankan kerajaan, selain

faktor ekonomi juga faktor politik.

Namun dasar hubungan Amerika dengan negara-negara Arab umumnya dan Arab Saudi pada khususnya

berubah secara mendasar setelah tragedi 11 September 2001 yang menghancurkan menara kembar World

Trade Center di New York dan gedung Pentagon di washington, di mana 15 dari 19 tersangka pelaku tindak

terorisme itu adalah berwarganegara Arab Saudi. Amerika berusaha mengubah infrastruktur tatanan sosial

bangsa Arab yang dianggap sebagai sumber bagi lahirnya radikalisme dan terorisme. Sehingga prioritas

utama kebijakan politik Amerika di kawasan Arab saat ini adalah upaya mensosialisasikan dan menerapkan

demokrasi di kawasan tersebut. Hal ini merupakan sesuatu yang baru terjadi dalam sejarah hubungan

Amerika-Arab Saudi.

Bahkan pada 6 November 2003, Presiden Amerika George Walker Bush secara terbuka mendesak Saudi dan

Mesir menerapkan demokrasi. Di Timur Tengah sendiri, banyak pihak yang setuju dengan seruan Bush

untuk lebih mengembangkan demokrasi. Bahkan di Arab Saudi tuntutan perubahan pun muncul tidak hanya

dari oposisi moderat namun juga datang dari oposisi garis keras yang menentang sikap kerajaan dan anti

Amerika sehingga melancarkan aksi terorisme yang menyerang berbagai kepentingan Amerika di Arab

Saudi. Namun, seruan untuk mendukung gagasan Bush itu juga ditanggapi dengan dingin sebagai akibat

sikap Amerika yang lebih berpihak pada Israel dan keputusan Amerika mengobarkan perang di Irak.

Akibatnya gelombang oposisi kian meningkat sebagai prates terhadap kebijakan Amerika. Kedua Persoalan,

kebijakan Amerika dan oposisi anti Amerika, ini merupakan rintangan utama bagi keinginan untuk

menjadikan Timur Tengah sebagai kawasan yang iebih demokratis.

Desakan reformasi Amerika juga temyata berpengaruh pada kebijakan dalam negeri Arab Saudi buktinya
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pihak kerajaan telah mengumumkan akan melakukan pemilu nasional dalam waktu dekat untuk memilih

wakil rakyat setelah sebelumnya menyetujui pembentukan komite hak asasi manusia nonpemerintah.

Persetujuan Arab Saudi atas pembentukan komite hak asasi manusia tersebut adalah suatu perubahan sikap

dart persepsi atas isu hak asasi manusia itu sendiri. Sebelum ini, Arab Saudi memandang ada sejumlah

prinsipprinsip hak asasi manusia yang diakui dunia saat ini tidak sinkron dengan ajaran Islam, sedangkan

pemilu merupakan sebuah proses politik bersejarah bagi Saudi karena untuk pertamakalinya dilaksanakan

sejak negara ini didirikan.

Namun belum jelas apakah pemilu ini akan independen dan akan menciptakan parlemen yang berfungsi

mengontrol pemerintah sebagaimana lazimnya demokrasi Ataukah, sekadar bentuk lain dari Dewar' Syura

yang tidak memiliki kekuasaan, kecuali hanya sekadar memberi masukan kepada pemerintah. Nampaknya

walaupun berjalan dengan lamban namun perubahan sedikit demi sedikit sedang terjadi dan terus bergulir di

kerajaan Saudi ini.


